PPID PELAKSANA

DINAS PERHUBUNGAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MENGAJUKAN PERMOHONAN

>
MELALUI :
WEBSITE / E-MAIL / SURAT / DATANG LANGSUNG
PEMOHON DENGAN MELAMPIRKAN SALINAN IDENTITAS
INFORMASI
v
# 2
10 HARI KERJA + o
PERPANJANGAN PERMOHONAN PERMOHONAN
WAKTU 7 HARI LENGKAP TIDAK LENGKAP
il ¥ MELENGKAPI SYARAT =
PEMBRRITAHUAN PERMOHONAN INFORMASI &
| TERTULIS 52 _
v v ® MENGAJUKAN TEN
T L G —— KEBERATAN >

MEMBERIKAN MENOLAK

SURAT KEPUTUSAN
PENOLAKAN DARI PPID

|
SESUAI TIDAK SESUAI
PERMOHONAN PERMOHONAN
SYARAT :
1. MENGIS| FORMULIR PERMOHONAN INFORMAS|

2. MELAMPIRKAN SALINAN IDENTITAS :
* KTP UNTUK PEMOHON PERORANGAN
+ AKTE PENGESAHAN PENDIRIAN ATAU SK TERDAFTAR
+ DI KEMENDAGR| UNTUK PEMOHON INFORMASI
ATAS MAMA ORGANISASI/LEMBAGA/YAYASAN

WAKTU LAYANAN INFORMASI

KAN TANGGAPAN

|
ATASAN PPID

v

TIDAK
MENANGGAPI

30 HARI
KERJA

PEMOHON

TIDAK PUAS

14 HARI

TEE o

E)
MENANGGAPI
(SURAT TERTULIS)

|

PEMOHON
PUAS

PEMOHON DAPAT MENGAJUKAN
PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK KE KOMISI INFORMASI

Senin - Kamis
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F"i DI 'HUB ALUR PENGADUAN

\ PROV. KALTENG

Pemohon mengajukan
pengaduan penyalahgunaan
wewenang atau pelanggaran

KELENGKAPAN
Formulir Pengaduan

@ WAKTU
15 Menit

PENYALAHGUNAAN WEWENANG |

Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang transparan,
akuntabel, dan bebas dari penyaiahgunaan wewenang.

Petugas front office mencatat

pengajuan pengaduan
penyalahgunaan wewenang
atau pelanggaran ke dalam
buku register pengaduan

KELENGKAPAN
Buku register pengaduan,

komputer

Petugas front office menandatangani
dan menyerahkan tanda bukti
penerimaan pengajuan pengaduan
penyalahgunaan wewenang atau
pelanggaran ke Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian

KELENGKAPAN
Tanda bukti penerimaan

pengaduan penyalahgunaan

SUB BAGIAN UMUM
“ L

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
menyiapkan bahan pengajuan
pengaduan penyalahgunaan
wewenang atau pelanggaran

ke Kepala Dinas

KELENGKAPAN
Bahan pengajuan pengaduan

penyalahgunaan wewenang

KEPALA DINAS KEPALA DINAS

Kepala Dinas membuat
keputusan jawaban atas
pengaduan pengaduan
penyalahgunaan wewenang
atau pelanggaran

KELENGKAPAN
Keputusan atas pengajuan

pengaduan penyalahgunaan

Penetapan Sanksi atau
Pembebasan Sanksi Pegawai

KELENGKAPAN
Keputusan Sanksi atau
Pembebasan Sanksi

@ WAKTU
1 Hari Kerja
OUTPUT
Keputusan Sanksi atau

Pembebasan Sanksi

— D

KETERANGAN

Pengaduan dapat disampaikan secara
langsung ke Dinas Perhubungan Provinsi
Kalimantan Tengah atau melalui kanal

pengaduan yang tersedia.

wewenang atau pelanggaran atau pelanggaran wewenang atau pelanggaran
@ WAKTU @ WAKTU WAKTU ® WAKTU
15 Menit 1 Hari Kerja 1 Hari Kerja 2 Hari Kerja
T
A ouTPUT il L OUTPUT
. Tanda bukti penerimaan Keputusan atas pengajuan
Namuox:fermmuls parigrian pengaduan penyalahgunaan @ " |.ngaduan penyalahgunaan
wewenang atau pelanggaran wewenang atau pelanggaran
— ® @ o
NILAI PELAYANAN KAMI
KANAL PENGADUAN
o o @ o O 0811-5228-558
9 pengaduan@dishub.kalteng.go.id
INTEGRITAS PROFESIONAL TRANSPARAN AKUNTABEL MELAYANI RSN N e
Kami bekerja jujur Kami melayani dengan  Kami terbuka dalam Kami dapat Kami hadir untuk

dan bertanggung jJawab  kompeten dan tuntas

setiap proses layanan  dipertanggungjawabkan  memberikan yang terbaik

0‘ JI. Yos Sudarso No. 8, Palangka Raya

Scan untuk
Formulir Pengaduan




&% DISHUB ALUR PENYELESAIAN

i,
W bskedn SENGKETA INFORMASI

Pemohon Petugas melakukan Petugas mencatat
1 penyelesaian sengketa 1 pemeriksaan lengkap dalam buku register

v
m : — :

memberikan surat

)
J
f ( 2 PANITERA
Tidak lengkap petugas . - ~

pemberitahuan paling -::‘-5:-:"‘ Panitia pengganti

menyampaikan surat
panggilan kepada para

v e pihak secara langsung atau

Mengirimkan bukti Menyampaikan formulir melalui surat tercatat, sudah

registrasi kepada pemohon permohonan dan dokumen Panitr:ra menetapka_n harus diterima paling lambat
Ei H Pemohon melengkapi paling lambat 3 hari kerja yang telah diregistrasi Panitera pengganti

lambat 3 hari kerja sejak
diterimanya permochonan
kepada pemohon

s 3 3 hari sebelum hari pertama
paling lambat 2 hari kerja semenjak permohonan ke Ketua Komisi Informasi Adukasi dan Mediasi
sejak diterimanya diregister
surat pemberitahuan

N i

Ketua komisi informasi menetapkan
Majelis Kemisicner dan Mediator/Mediator Pembantu

Dalam waktu 7 hari kerja

tidak melengkapi dokumen Maj elis K‘?"MSIONER o
identitas yang sah Menggelar sidang Adukasi l
Pada hari pertama sidang Adukasi, Majelis Komisioner Jika alasan sengketanya adalah karena
mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi terlebih berdasarkan Pasal 365 ayat(1) huruf a

Panitera memberikan Akta dahuly, jika alasan sengketanya karena sebagaimana UUD KIP, Majelis Komisioner langsung
yang I'I'IEﬂYBEE-llf,BI'! permohonan dimaksud dalam pasal 35 ayat(1) huruf b sampai memeriksa pokok sengketa tanpa melalui
tidak dapat diregister, dan dengan huruf g UU KIP mediasi
mengirimkannya kepada

pemohon paling lambat
3 hari kerja setelah Q‘ MEDIASI Melanjutkan ADJUKASI
terbitriya Akta

Berhasil
Kedua belah pihak
menyepakati hasil
mediasi

ﬂ 2 , GAGAL

1. Pendaftaran dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak

. Salinan putusan diberikan kepada para pihak dalam jangka
diterimanya tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan

waktu paling lambat 3 hari kerja sejak putusan dibacakan.
Segera setelah salinan putusan diberikan kepada para pihak,
putusan dimasukkan ke dalam situs resmi Komunikasi Informasi.

2. Mediasi harus selesai selambat-lambatnya 14 hari kerja
sejak pelaksanaan mediasi pertama atau dapat diperpanjang
7 hari kerja.

PPID; atau berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja pemberian
tanggapan tertulis oleh Atasan PPID.



